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5.1 Kesimpulan
	Berdasarkan  pembahasan pada Bab 4, maka kesimpulan yang dapat diambil  dari empat rumusan masalah dalam tesis ini:
1. Apa dampak ratifikasi Persetujuan Paris untuk Indonesia?
2. Bagaimana penerapan Persetujuan Paris di Indonesia? 
3. Apa hambatan dan solusi untuk mencapai target dalam Persetujuan Paris? 
4. Bagaimana Indonesia memanfaatkan Persetujuan Paris untuk mengembangkan sektor energinya? 
adalah sebagai berikut: 
1. Dampak dari ratifikasi Indonesia terhadap Persetujuan Paris adalah bagus dan baik, karena bisa menumbuhkan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil
2. Penerapan Persetujuan Paris di Indonesia, untuk regulasi sudah baik. Sudah ada sejumlah regulasi pendukung seperti Kebijakan Ekonomi Nasional (KEN), kemudian Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) hingga turunannya Rencana Umum Energi Daerah (RUED), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan di daerah RPJMD. Akan tetapi implementasi atau penerapan dari regulasi-regulasi ini masih kurang. 
Tidak heran jika Indonesia kemudian skala kesiapannya menuju pencapaian target masih jauh dari tercapai, yakni skala 43, dari skala 0-100 berdasarkan pembobotan dengan perhitungan Skala Ordinal.  
3. Juga masih ada banyak hambatan dan solusi yang ada, berdasarkan rangkuman dari nara sumber penelitian. Hambatannya antara lain kondisi politik dan regulasi, harga pembangunan pembangkit dan harga listrik EBT yang masih tinggi, kurangnya insentif dan pendanaan serta minimnya edukasi ke masyarakat akan pengurangan subsidi. 
Solusi yang diajukan pun belum tentu kemudian dapat mendorong pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC) secara signifikan. Solusi yang diajukan antara lain perbaikan regulasi EBT, memasukkan mekanisme perdagangan karbon, pasar karbon dan pajak karbon. Kemudian mendorong EBT sebagai prioritas kebijakan, melakukan konservasi energi, mendorong pendanaan investasi EBT, memberikan insentif dan melakukan pengurangan pajak untuk IPP EBT. Menorong sistem pencatatan dan pengukuran mekanisme pasar karbon, serta mencabut subsidi energi. 
4. Salah satu solusi yang didorong saat ini adalah menciptakan mekanisme pasar karbon, dengan cara memperkuat measurement reporting verification (MRV) atau pelaporan dan penghitungan skema pasar karbon dan pajak karbon. 
5. Pemanfaatan Persetujuan Paris terutama untuk pembiayaan sudah mulai dilakukan. Di Kementerian ESDM dan KLHK memakai Badan Layanan Umum (BLU), serta melibatkan BUMN pembiayaan infrastruktur PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mengambil dana dari negara donor untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Pemanfaatan pendanaan dari negara donor juga bisa berupada Dana Ketahanan Energi. 

5.2 Saran
Agar supaya Indonesia bisa mencapai target NDC dalam Persetujuan Paris, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut ini: 
1. Untuk hambatan politik dan regulasi, sebaiknya ada pencabutan subsidi energi, agar subsidi yang diberikan langsung untuk yang miskin atau tepat sasaran, dalam lima tahun
2. Untuk masalah harga EBT, sarannya adalah mengangkat kemampuan PLN untuk menyerap harga EBT. Selain itu pricing policy juga seharusnya ada di pemerintah. Selama ini pricing policy ada di PLN karena memang teknologi EBT mahal. 
3. Insentif dan pendanaan EBT, yakni agar pemerintah memberikan insentif dan pendanaan agar pabrik-pabrik pendukung EBT bisa dibangun di Indonesia dalam rangka memenuhi TKDN dan menciptakan ekosistem bisnis yang baik.
4. Pentingnya edukasi mengenai pentingnya EBT bagi generasi mendatang. Edukasi ini juga berupa edukasi masyarakat agar tidak terlalu bergantung kepada subsidi.  
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